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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI
2.1 Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kaji an secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitan yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari kualitas pelayanan publik secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini: 

2.1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

2.1.1.1  Hikmah Dewi Nastiti, (2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo. Pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo ini meliputi pelaksanaan faktor isi kebijakan, faktor lingkungan implementasi kebijakan berdasarkan teori Merille S. Grindle, kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Daerah Kulon Progota Ruang Wilayah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan dengan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dengan kriteria para pihakyang terlibat secara langsung dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo, sehingga subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Subid Tata Ruang dan Perhubungan Bappeda Kulon Progo, Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Desa Garongan, Kepala Desa Karangwuni, dan petani lahan pantai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, obsevasi dan dokumentasi.Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis induktif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo Kawasan Budidaya Pertambangan Pasir Besi dilihat dari faktor isi kebijakan menurut perspektif Merilee S. Grindle sudah baik namun masyarakat belum memahami isi Peraturan Daerah dan belum terlaksana sesuai yang harapan masyarakat. 2) Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo dilihat dari faktor lingkungan kebijakan dengan perspektif Merilee S. Grindle terdapat pengaruh rezim yang berkuasa dan kurangnya responsivitas kelompok sasaran. 3) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu kesadaran masyarakat tentang perencanaan penataan ruang wilayah masih relatif rendah, pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah belum optimal, dan terdapat penolakan kebijakan penambangan pasir besi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, memberikan pengawasan dan tindakan tegas terhadap penataan ruang wilayah Kulon Progo. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.1.1.2  Indra Ristianto,  (2016)

Penelitian ini berjudul “lmplementasi Kebijakan Penataan Ruang Untuk Memenuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara”. Kebijakan penataan ruang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah Perkotaan Banjarnegara sebesar 30% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peratuan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minimal ruang terbuka hijau Perkotaan Banjarnegara sebesar 30% pada tahun 2031 mendatang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan penataan ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah Perkotaan Banjarnegara. Untuk mengetahui proses implementasi peneliti menggunakan teori Randall B. Ripley dengan pendekatan compliance. Pendekatan compliance dipilih karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan adalah kepatuhan pelaksana kebijakan serta dalam mematuhi standar dan sasaran kebijakan yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pemilian informan purposive sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyajikan fakta para pelaksana kebijakan telah menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan pokok masing – masing. Pemerintah juga membangun ruang terbuka hijau baru sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat juga terlihat melalui terbentuk dan tergabungnya masyarakat dalam Forum Komunitas Hijau Kabupaten Banjarnegara, hal tersebut juga tercermin melalui keterlibatan masyarakat dan pihak swasta melalui pengawasan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan penataan ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah Perkotaan Banjarnegara telah berjalan dengan baik, hal tersebut ditandai dengan telah dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi dari masing – masing stakeholders yang terlibat dan adanya penambahan ruang terbuka hijau serta pengembangan ruang ruang terbuka hijau eksisting di wilayah Perkotaan Banjarnegara
2.1.1.3  Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah memaparkan hasil penelitian dari Hikmah Dewi Nastiti, (2014) dan  Indra Ristianto,  (2016)  dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
	No.
	Nama

Peneliti
	Judul Penelitian
	Teori
	Relevansi dengan

Penelitian ini

	1.
	Nastiti, Hikmah Dewi (2014)
	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo (Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Kawasan Budidaya Penambangan Pasir Besi) 
	Merille S. Grindle
	•
Memberi sarana keberlanjutan mengenai teori kebijakan.

•
Lokus dan focus penelitian berbeda.

•
Teori yang digunakan berbeda.

•
Tingkat originalitas akademis terjaga.

	2.
	Ristianto, Indra  (2016)


	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang untuk Memenuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara


	Randall B. Ripley
	•
Memberi sarana keberlanjutan mengenai teori  kebijakan  publik.

•
Lokus dan focus penelitian berbeda.

•
Teori yang digunakan berbeda.

•
Tingkat originalitas akademis terjaga.


Sumber: Diolah peneliti (2015).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar melalui pendekatan analisis deskriptif dengan menganalisis kebijakan penataan ruang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian kinerja sebelumnya. Adapun kesamaan adalah sama-sama menganalisis kebijakan baik secara umum atau kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, periode penelitian,  objek  penelitian, serta pendekatan yang dipergunakan serta metode analisis kebijakan  yang dipergunakan.
Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

2.1.2.
Lingkup Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

2.1.2.1 Lingkup Administrasi Publik

Tahapan awal sebelum menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, terlebih dahulu dikemukakan lingkup administrasi publik sebagai konsep yang mengemukakan pendapat para ahli. Di samping itu untuk memperkuat kajian teoritik yang berkaitan dengan pemahaman administrasi publik sebagai ciri bahwa tulisan ini membahas tentang kajian administrasi publik.

Istilah administrasi berhubungan dengan proses kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, kodratnya manusia sebagai makhluk sosial sating membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material (kebutuhan fisik) maupun immaterial (kebutuhan biologis dan psikologis). Mengingat kebutuhan-kebutuhan tersebut sifatnya terbatas dan sulit memperolehnya apabila dilaksanakan secara individu, maka untuk mewujudkan keinginannya tersebut manusia melakukan kerjasama.

Sekelompok orang yang berkeinginan mencapai tujuan akan tetapi proses kegiatannya tidak didasarkan atas kerjasama yang teratur, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai administrasi. Begitu pula sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, akan tetapi sekelompok orang tersebut dalam pembagian tugas dan tujuan yang akan dicapai serta cara untuk mencapai tujuannya tidak tersusun dengan sistematis, hal ini pun tidak dapat dikatakan sebagai administrasi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang dapat disebut sebagai administrasi, sedangkan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan.

Pengertian administrasi dikemukakan oleh Robbins dalam Sugandha (1995:6) yang mengatakan bahwa "Administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain". Pengertian tersebut secara umum menggambarkan bahwa administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama agar mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lain halnya dengan pengertian administrasi oleh Simon dalam Sugandha (1995:7) yang mengatakan bahwa "Dalam pengertian yang paling umum administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan".

Sederhana memang pengertian administrasi di atas, apabila dimaknai lebih dalam bahwa pencapaian suatu tujuan hanya dapat dilaksanakan melalui kerjasama saja, akan tetapi dibutuhkan keseimbangan dan dukungan dari semua aspek dan unsur dalam usahanya mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian administrasi di atas, akan ditemukan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih, adanya kegiatan yang akan dilakukan, adanya kepentingan yang sama dan adanya tujuan yang akan dicapainya. Silalahi (1989:12) menguraikan beberapa ciri pokok dari administrasi, yaitu :

1. Adanya sekelompok orang, artinya kegiatan adminsitrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.

2. Adanya kerjasama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih saling bekerjasama.

3. Adanya pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama tersebut haru didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.

4. Adanya kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.

5. Adanya tujuan, artinya sesuatu yang dinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Ilmu yang mempelajari fenomena kerjasama antara manusia yang bersifat kooperatif dan terorganisasi untuk tercapainya suatu tujuan dinamakan ilmu administrasi, sedangkan fenomena kerjasama yang dilakukan oleh manusia yang bersifat publik menjadi kajian ilmu admnistrasi publik (public administrastion).

Kata "public" setidaknya memiliki dua arti dalam Bahasa Indonesia, bisa berarti masyarakat atau umum seperti dalam frase public relation (hubungan masyarakat), public health (publik masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public transportation (transportasi umum). Public juga bisa berarti negara atau pemerintah seperti terkandung dalam frase public finance (keuangan negara), public building (gedung pemerintah), dan seterusnya. Namun dalam konteks apapun pengertian publik dipakai, pada dasarnya publik adalah kata yang mewakili sebuah obyek yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak di suatu negara, begitupun dalam administrasi publik.

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (1994:8) menyatakan :

Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga terdapat implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan negara.

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Menurut Gordon dan Henry dalam Lontoh (1988:6) menyatakan bahwa:
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan.

Pendapat tersebut menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Selanjutnya produk keputusan yang dihasilkan dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga​lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pendapat Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and fortnulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy. implementation) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).

Administrasi publik pada dasarnya tercemin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan tersebut. Pada hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijkan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. Sebagaimana pendapat White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa "Administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara".
Pemahaman diatas, tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan negara untuk mencapai kebijakan negara secara keseluruhan. Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wallah (1997:41) yang menyebutkan bahwa :

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good).

Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan adminstrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan adminstrasi dalam praktek kenegaraan menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi, sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994:3) bahwa :

Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitanya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi adminstrasi adalah yang berkenan dengan pelaksanaan kebijkan​kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).

Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian raja dari fungsi adminstrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994:24) bahwa "Adminstrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan‑badan perwakilan politik".
Pernyataan Presthus di atas, mengindikasikan bahwa administarsi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu lama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi adminstrasi publik.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa adminstrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).

Administrasi publik dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kebijakan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh White dalam Silalahi (1989:17) yang menyebutkan bahwa "Administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan". Pengertian tersebut mengandung arti bahwa administrasi publik merupakan semua kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dengan melaksanakan kebijakan publik. Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989:18) yang menyebutkan bahwa "Administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara".
Uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara adminstrasi publik dan kebijakan negara. Saat ini para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan "public administration" semata-mata hanya bersifat keiembagaan seperti halnya negara, tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest).

2.1.2.2 Lingkup Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah–istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang​undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Bagi pembuat kebijakan (policy maker) istilah itu tidaklah menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan kebijakan sebagai "pedoman untuk bertindak". Pedoman itu boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, bersifat luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Wahab (2001:2) menjelaskan bahwa "Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas​aktivitas tertentu atau suatu rencana".

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan merupakan suatu dasar pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program tertentu yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pengertian kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab (2001:3) dikemukakan bahwa :

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan​hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan dibuat merupakan tindakan pemerintah yang merupakan input dari individu maupun kelompok atas dasar kondisi tertentu yang menjadi hambatan serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Mempelajari kebijakan pemerintah (publik) seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari "public policy" dalam Bahasa Inggris. Sebagian sarjana di Indonesia menerjemahkan "public policy" dengan istilah kebijaksanaan negara. Menurut Islamy (1998:13) dinyatakan bahwa "Pengertian kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sedangkan kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang memerlukan kearifan seseorang". Dengan mengikuti pendapat Islamy ini maka istilah kebijakan lebih bersifat yuridis formal sedangkan istilah kebijaksanaan cenderung bersifat pribadi. Selain itu, makna kebijaksanaan sendiri dianggap sudah ada dan terkandung dalam istilah kebijakan.
Terminologi tentang kebijakan publik (public policy) itu sendiri menurut Wahab (1997:2) dinyatakan bahwa :

Kebijakan publik menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik".

Berdasarkan terminologi tersebut, para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik. Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan. Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik, akan tetapi pada hakekatnya kedua istilah tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di masyarakat.

Kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para ahli, literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan definisi kebijakan secara luas, sebagaimana yang dikemukakan Dye dalam Wahab (2001:4) menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah". Menurut pengertian tersebut  kebijakan dapat dimaknai dua hal penting, yaitu pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tentunya  ada tujuan yang ingin dicapai karena kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya kita mengetahui beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Young dan Quinn dalam Suharto (2010:44-45) sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuahn pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah proses. Secara sederhana proses tersebut merupakan sebuah siklus yang dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dari tahapan-tahapan tersebut, tahap implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dari suatu proses kebijakan.
2.1.3  Implementasi Kebijakan 
2.1.3.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement  yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang - undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga - lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implement asi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement  (mengimplementasikan) Berati to provide the means for carrying out  (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan  to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab,2004:64).  

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan -  tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu  (Bambang Sunggono 1994:137).

Berdasarkan diatas maka implementasi itu merupakan tindakan - tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badanbadan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak  jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya  tidak dilakukan.  Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.
Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
2.1.3.2  Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “ wisdom”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. 

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan - hambatan tetapi harus mencari peluang - peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik - praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai – nilai yang bertentangan dengan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai - nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
2.1.3.3  Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Udoji yang dikutip Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) yang mengemukakan :

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan​kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, namun baru beberapa dasa warsa terakhir saja para ahli sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan. Sebagai akibat kurang adanya perhatian pada implementasi kebijakan adalah adanya semacam "mata rantai yang hilang" antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah di dunia ini baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diinginkan.

Mencermati proses implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2001:81) dikatakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Berdasarkan konsep di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan semua keputusan atau kebijakan yang telah diberlakukan oleh negara. Selanjunya Anderson dalam Putra (2001:165) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan antara lain : (1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan. (2) Interprestasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan. (3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut diperlukan berbagai kriteria yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Edwards III dalam Putra (2001:9) menyebutkan bahwa :

Terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu : Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Bureaucratic structure (Struktur birokrasi).

Berdasarkan pendapat di atas, agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan maka diperlukan kriteria-kriteria yang dalam penerapannya dapat berjalan secara simultan, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi.

Implementasi kebijakan apabila di lihat dalam artian yang luas merupakan suatu proses administrasi, karena berbagai fasilitas dan kepentingan di dalammya terlibat dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) membatasi pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Perlu digarisbawahi bahwa suatu tahap implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi terlebih dahulu melalui keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan baru dapat dilaksanakan setelah kebijakan ditetapkan dan tersedianya anggaran untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn (1975) lihat Abdul Wahab (1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (lihat Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: 
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun utnuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
Lineberry dalam Putra (2001 : 81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

(1) Pembentukan unit organisasi barn dan staf pelaksana; (2) Penjabaran tujuan keberhasilan aturan pelaksanaan (Standar Operating Procedurres/SOP); (3) Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; (4) Pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana; (5) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana apabila telah ditetapkannya kebijakan dan tersedianya elemen-elemen atau aspek yang berpengaruh pada proses pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi kemungkinan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan yang dibuat dengan hasil implementasi kebijakan tersebut. Gejala perbedaan inilah yang disebut sebagai implementation gap, sebagaimana dikemukakan oleh Dunsire yang dikutip Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) sebagai berikut :

Implementation gap, yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil implementasi kebijakan).

Besar kecilnya perbedaan tersebut, akan sangat tergantung pada implementation capacity dari organisasi yang dipercaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:28) mengatakan bahwa "Implementation capacity ini adalah kemampuan suatu organisasilaktor untuk melaksanakan (mengimplementasikan) kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai". Namun dalam kenyataannya, implementasi kebijakan publik itu mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:28) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori yaitu "Non implementation (tidak dapat diimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang kurang berhasil)". Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan diantaranya kebijakan yang dibuat kurang balk dan tidak terbuka kepada masyarakat ataupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang tidak sesuai dengan target dan rencana yang diharapkan.

Dapat dikatakan bahwa dampak suatu kebijakan yang terjadi pada masyarakat (kelompok sasaran) bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik akan berhasil jika implementasi kebijakan publik itu telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, namun pada kenyataannya kebijakan publik itu sendiri bersifat kompleks dan pelaksanaannya sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Secara umum, fungsi implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang diharapkan dapat merealisasikan tujuan kebijakan tersebut dengan cara menerjemahkan tujuan kebijakan yang luas dan kompleks ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintedend/negative effects). 

Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implemantasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. 

Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literatur, (Persons, 1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) The Analysis of failure (model analisis kegagalan), 2) Model Rasional (top down) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan Bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (hybrid theories).
2.1.3.4  Model-Model Implementasi Kebijakan
Tahapan dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik diantaranya: 

a. Van Meter dan Van Horn 
Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2011, h.627), Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah sebagai berikut: 

1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

2). Sumberdaya 

3). Karakteristik Agen Pelaksana 

4). Sikap/Kecenderungan (Dispositon) para pelaksana 

5). Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivoitas Pelaksana 

6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

7). Kaitan antara komponen-komponen model
b. Model Mazmanian dan Sabatier
Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis). 

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 

c. Model Hogwood dan Gunn
Model ketiga adalah Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya. 

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. 

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang. 

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasikan. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan. 

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol. 

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki. 
Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.
d. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan” (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. 

e. Model Grindle
Model ke-empat adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). 

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 

2) Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 

3) Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 

4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 

5) Para pelaksana program (program implementators). 

6) Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: 

1) Kekuasaan (power). 

2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).

3) Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 

4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).
f. Model Elmore, dkk
Model kelima adalah model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’Porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). 

g. George C. Edward III 

Edward melihat bahwa implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang dinamis, terdapat banyak variabel yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Dimana variabel-variabel tersebut perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel yang ada terhadap implementasi. 
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014;149) yaitu: 
1). Komunikasi 
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. 

2). Sumber daya 
Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. 

3).  Disposisi atau sikap
Sikap (Disposition) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapaan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan
4). Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.
2.1.3.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik 
2.1.3.5.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

Menurut Budi Winarno implementasikebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan:

“Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”

(Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutif oleh abdul wahab, yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

b.  Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumberyang cukup memadai.

c. Perpaduan sumber- sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

e. Hubungan kausalitas

f. bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya.

g. Hubungan saling ketergantungan kecil.

h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

(Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78 ).
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang  berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

5. Adanya sanksi – sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

(Suggono, 1994:23)

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukug implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan – hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

2.1.3.5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan.
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana - sarana dan penerapan prioritas, atau program program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan - kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan - kekurangan yang menyangkut sumber daya - sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi. 

Implementasi kebijakan publik mengasums ikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguankomunikasi.

a. Dukungan. 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada  pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Pembagian potensi. 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah - masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan – pembatasan yang kurang jelas,  (Sunggono,1994: 149-153).
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota - anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku ataumereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.
Menurut Soenarko (2000, h.185) faktor-faktor penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:1).Teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat. 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 3) Sarana kurang dipergunkaan secara maksimal. 4) Isi dari kebijakan bersifat tidak jelas atau samar-samar.5) Ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern. 6) Kebijakan yang ditetapkan mengandung banyak lubang. 7) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumberdayamanusia). Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat bahwa sejak awal dibentuknya kebijakan tersebut tidak selalu disebabkan oleh sikap para pelaksana atau implementor yang tidak menguasai dan memahami kebijakan yang ada. Namun adanya pembentukan kebijakan yang kurang baik. 

2.1.4
Lingkup Penataan Ruang  
2.1.4.1 Pengertian Tata Ruang 

Menurut  D.A.Tisnaamidjaja (2006), yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan.
2.1.4.2  Dasar Hukum Tata Ruang
Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur: di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya. 

Menurut Juniarso Ridwan, konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi:

”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia…”

Menurut M. Daud Silalahi, salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

(1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

(2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

(3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan ”melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

2.1.4.3  Asas Penataan Ruang
Menurut Herman Hermit (2008:68),  ”sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.
Penataan  ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum; 

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas. 

Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.
2.1.4.4  Klasifikasi Penataan Ruang
Menurut Hermit,  klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.”.
Berkaitan dengan kebijakan penataan ruang Handiman Rico dalam makalahnya mengatakan “ Dalam rangka menerapkan penataan ruang untuk pada akhirnya mewujudkan pengembangan wilayah seperti yang diharapkan”, maka terdapat paradigma yang harus dikembangkan sebagai berikut :
1. Otonomi Daerah (UU No.22/1999)/(UU 32/2004), mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Globalisasi

2. Pembangunan wilayah tidak terlepas dari pembangunan dunia, investor akan menanamkan modalnya di daerah yang memiliki kondisi politik yang stabil dan didukung sumberdaya yang memadai

3. Pemberdayaan masyarakat

4. Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi Good Governance

5. Iklim dan kinerja yang baik dalam pembangunan perlu dijalankan. Karakteristiknya adalah partisipasi masyarakat, transparasi, responsif dan akuntabilitas

2.1.4.5  Peran dan Fungsi Penataan Ruang

Beragam peran dari perencanaan tata ruang, yaitu (i) menghasilkan kondisi pencapaian kualitas kehidupan dan penghidupan yang lebih baik; (ii) memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat; (iii) memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan. Peran perencanaan tata ruang dalam pembangunan telah dikenali sejak lama, dan dituangkan dalam berbagai dokumen pertemuan resmi internasional. Dimulai pada tahun 1976, dalam the Vancouver Declaration on Human Settlements   (lebih dikenal sebagai Habitat I Conference/Konperensi Habitat I), teridentifikasi peran utama perencanaan tata ruang terhadap pembangunan perkotaan  menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyiapkan rencana strategis ruang dan mengadopsi kebijakan permukiman untuk memandu upaya pembangunan sosial ekonomi. Kebijakan ini seharusnya merupakan komponen dasar dari strategi menyeluruh pembangunan, terhubung dan terharmonisasi dengan kebijakan industrialisasi, pertanian, kesejahteraan masyarakat, preservasi lingkungan dan budaya sehingga saling mendukung dalam penciptaan kesejahteraan umat manusia secara progresif. Pemerintah wajib menciptakan mekanisme dan lembaga untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan tersebut di atas (UNECE, 2008). Selanjutnya rencana aksi Agenda 21 yang diadopsi oleh 178 negara pada the United Nations Conference on Environment and Development  (UNCED) pada tahun 1992, menyiapkan bab khusus (Bab 10) terkait perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan. Sementara the European Spatial Development Perspective (ESDP), yang disepakati dalam Informal Council of Minister  yang bertanggungjawab terhadap perencanaan tata ruang pada tahun 1999, secara tegas menyatakan kebijakan pengembangan tata ruang dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui penetapan struktur ruang yang baik. 
Di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai produk perencanaan tata ruang mempunyai fungsi diantaranya (i) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (ii) acuan dalam pemanfaatan/ pengembangan wilayah; (iii) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah; (iv) acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; (v) pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah; (vi) dasar pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi; (vii) acuan dalam administrasi pertanahan. 
2.1.4.6  Tujuan Perencanaan Tata Ruang  

Secara umum, tujuan perencanaan tata ruang adalah (i) menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah atau lokasi berdasar kondisi saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat; (ii) menerjemahkan visi menjadi seperangkat kebijakan, prioritas, program dan alokasi lahan dengan memanfaatkan sumberdaya sektor publik untuk mewujudkannya; (iii) menciptakan kerangka kerja investasi swasta yang meningkatkan perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial dari suatu daerah. 
Sedikit berbeda, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tujuan perencanaan tata ruang di negara Eropa yang terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan, yaitu (i) meningkatkan sistem kepemrintahan yang demokratis dan bermakna yang menjawab kebutuhan masyarakat; (ii) memperbaiki kinerja lingkungan perkotaan; (iii) memasilitasi kohesi soisal dan keamanan; (iv) meningkatkan reformasi pasar perumahan dan perkotaan; (v) memperbaiki pasar lahan dan real estate dan menjamin hak privat terhadap kepemilikan tanah (UNECE, 2008). 
2.1.4.7 Sasaran Perencanaan Tata Ruang

 Sasaran utama perencanaan tata ruang adalah memastikan pemanfaatan sumberdaya lahan direncanakan dan diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Secara implisit, pemanfaatan sumberdaya lahan ini berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.  Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang terdiri dari perencanaan,  pemanfaatan dan pengendalian (UU No. 26 Tahun 2007). 
Sasaran perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah :
· Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat  

· Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya 

· Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan 

· Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi 

· Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan. 
2.1.5  Hubungan Antara Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dengan Pembangunan 

Tidak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan Kota Banjar berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbaharukan (unrenewable environment). Ini berarti bahwa pengembangan kawasan budidaya semestinya dilakukan setelah kepentingan kawasan lindung terjamin, termasuk kepentingan infrastrukturnya. 

Fenomena ketakharmonisan RTRW dan program pembangunan seperti ini mesti dihindari demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah yang terbatas. Kemajuan secara fisik ditunjukkan dengan semakin lengkapnya sarana prasarana dan infrastruktur Kota Banjar. Sedangkan secara non fisik ditunjukkan dengan adanya pembenahan di bidang birokrasi pemerintahan maupun pencanangan kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjar serta adanya kemudahan perizinan. Akan tetapi, disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan klasik dan kerusakan di Kota Banjar sebagai salah satu dampak dari kemajuan pembangunan. 

Kompleksitas permasalahan di atas masih akan terus berlanjut mengingat jumlah penduduk Kota Banjar menunjukkan tren yang semakin bertambah yang membutuhkan banyak penyediaan sarana-prasarana dasar, ditambah dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Kota Banjar sebagai Pusat Agropolitan sekaligus kompetitif bagi investasi pembangunan secara regional dan nasional. Akibatnya berbagai kemajuan pembangunan Kota Banjar berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Dimana sekarang ini terdapat kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Banjar sebagian belum mampu memenuhi ketentuan undang undang. RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Banjar, ditandai dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas.

Pada akhirnya, penataan ruang diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat (city as engine of economic growth) yang berkeadilan sosial (social justice) dalam lingkungan hidup yang lestari (environmentaly sound) dan berkesinambungan (sustainability sound ) melalui pembangunan infrastruktur wilayahnya. Dengan demikian ada kaitannya antara kebijakan penataan ruang di suatu wilayah dengan pembangunan infrastrukturnya sebagai wujud fisik dari implementasi kebijakan publik tersebut.
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini akan menguraikan variabel yang menjadi kajian dalam melaksanakan penelitian, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang DI Kota Banjar (Studi Kasus di Kecamatan Langensari)”. 

Kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para ahli, literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan definisi kebijakan secara luas, sebagaimana yang dikemukakan Dye dalam Wahab (2001:4) menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah". Menurut pengertian tersebut  kebijakan dapat dimaknai dua hal penting, yaitu pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tentunya  ada tujuan yang ingin dicapai karena kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah.

 Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014, h.149) yaitu: 

1). Komunikasi 

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi (Agustino, 2014, h.150). Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak akan terjadi kesalahan dalam menyampaikan berita apabila terdapat komunikasi yang baik oleh pemberi berita dan penerima berita. Komunikasi kebijakan adalah merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2010, h.97). Widodo juga menambahkan bahwa informasi penting disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi tujuan, isi, arah dan kelompok sasaran dari suatu kebijakan yang dibuat. Agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas. menurut Agustino (2014, h.150-151) ialah: 

a).Transmisi penyaluran komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi yang bagus. Namun adanya salah pengertian (miskomunikasi), menyebabkan suatu implementasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan terdistorasi ditengah jalan. 

b).Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh street-level-bureuacrats harus jelas dan mudah dimengerti. 

c).Konsistensi. Intruksi yang diberikan dalam implementasi haruslah konsisten. Karena jikalau perintah yang diberikan sering berubah dapat menimbulkan kebingungan untuk pelaksana dilapangan. 

2). Sumber daya 

Variabel kedua adalah sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Sumber daya disini yang dimaksud adalah manusia yang ada kaitannya dengan suatu fungsi atau operasi. Menurut Widodo (2010, h.99-101) sumber daya yang dimaksudkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan fasilitas. 
3) Disposisi atau sikap. 

Disposisi, sikap dari implementator merupakan faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi keb. publik. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka para pelaksana mengetahui apa yang akan dilakukan dan mampu untuk melaksanakanya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut George C. Edward III sebagaiman dikutip oleh Agustino (2014, h.152-153) adalah: 

a) Pengangkatan Birokrat, sikap para pelaksana dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana haruslah orang yang punya dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. 

b) Insentif, untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. 

4). Struktur Birokrasi 

Menurut Edward III sebagaimana dikutip Agustino (2014, h.153) adalah sistem formal hubungan-hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas sejumlah orang atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama. yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi keb. publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu luas dibutuhkan adanya kerjasama banyak orang,apabila suatu instansi tidak kondusif, akan menyebabkan sebagian sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalanya peraturan. Pelaksana harus dapat mendukung keb. yang telah ditetapakan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa adanya peningkatan pembangunan di Kota Banjar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar  Studi Kasus di Kecamatan Langensari. Adapun kerangka alur berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah :










Gambar 2.1

Kerangka Alur Berpikir

Penelitian ini bertitik tolak pada kondisi dimana diduga Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar sudah memenuhi harapan sesuai dengan Variabel Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III (2014).
2.3 Proposisi

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka proposisi penelitiannya adalah :

1. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus di Kecamatan Langensari)” belum optimal.
2. Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari  dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambatnya.
3. Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari adalah dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjar.
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